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ABSTRAK 
Nur Elis Wulandari (E211 13 018), Mutasi Jabatan Di Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Soppeng, XVI + 89 Halaman + 3 Tabel + 3 Gambar + 31 
Kepustakaan (1990-2016) + 8 Lampiran, dibimbing oleh Prof. Dr. Baharuddin, 
M.Si dan Drs. Nurdin Nara, M.Si  
 
 Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang 
dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu 
organisasi (Hasibuan 2013) dengan berpedoman kepada prinsip “the right man 
and the right place”. Pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten 
Soppeng menjadi pembicaraan di kalangan aparatur sipil negara karena adanya 
kecenderungan kebijakan pengembangan karir pegawai yang di warnai oleh 
kepentingan elit tertentu. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem merit 
dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan tipe deskriptif, 
yaitu dianalisa secara deskriptif kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang 
ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu 
observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu studi kepustakaan dan 
dokumentasi . 
 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi 
jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng pada dasarnya, telah 
menerapkan sistem merit dimana dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi harus 
lulus seleksi/lelang jabatan. Adapun pegawai yang tidak sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya namun dianggap memiliki keterampilan dan pengalaman 
dalam bidang tersebut.  
 







FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 
ABSTRACT 
Nur Elis Wulandari (E211 13 018), Position Mutation In Soppeng District 
Government Scope, XVI + 89 Page + 3 Table + 3 Images + 31 Literature (1990-
2016) + 8 Attachments, mentored by Prof. Dr. Baharuddin, M.Si and Drs. 
Nurdin Nara, M.Si 
 
 Mutation is a change of position/position/place/job done either horizontally 
or vertically (promotion/demosi) within an organization (Hasibuan 2013) by 
referring to the principle of "the right man and the right place". Implementation of 
position mutations in the scope of the Government of Soppeng District became the 
talk among the civil state apparatus because of the tendency of employee career 
development policies that are colored by the interests of certain elites. 
 
 The purpose of this study is to determine the application of merit system in 
the implementation of position mutations in the scope of the Government of 
Soppeng Regency. The method used in this study is a survey with descriptive type, 
which is analyzed descriptively qualitative based on reports and records in the field. 
With data collection techniques include primary data that is observation and 
interview and secondary data is literature study and documentation. 
 
 Based on the results of research indicates that the implementation of 
position mutations in the scope of the Government of Soppeng Regency basically, 
has implemented a merit system where in filling the high leadership position must 
pass the selection / auction office. The employees who are not in accordance with 
educational background but are considered to have skills and experience in that 
field. 
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I.1. Latar Belakang 
 Otonomi Daerah yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya 
pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistik 
ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan adanya pemberian otonomi yang 
lebih luas pada daerah. Daerah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan urusan pemerintah 
pusat. Pemberian kewenangan di daerah ini bertujuan untuk meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah. 
 Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 maka dalam hal ini dibutuhkan adanya dukungan dari sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh daerah otonom tersebut. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu organisasi, karena sumber 
daya manusia sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu 
organisasi.  
Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa 
dikelompokkan atas dua macam, yaitu Sumber Daya Manusia (Human Resources) 
dan Sumber Daya Non Manusia (Non Human Resources). Sumber daya non 






juga mempunyai peranan penting betapapun majunya suatu teknologi, 
perkembangan informasi dan tersedianya modal serta memadahinya bahan, 
namun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang terampil, maka 
suatu organisasi akan sulit dalam mencapai tujuannya. Peran sumber daya 
manusia pada masa kini dan masa yang akan datang menjadi penentu bagi 
keberhasilan sebuah aktifitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik 
organisasi pemerintah maupun swasta.  
Dalam sebuah birokrasi publik, sumber daya manusia yang dimaksud 
adalah Pegawai Negara Sipil yang bekerja di berbagai instansi baik di pusat 
maupun daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan 
kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
Pegawai bagi sebuah instansi merupakan komponen yang penting dalam 
aktivitas suatu instansi, karena dalam memberikan pelayanan pada publik dan 
penyelenggaraan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh pegawai yang 
berhubungan langsung dengan pelayanan tersebut. Sehingga untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demikian, diperlukan 
PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan dan 
pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem 
karir. 
Salah satu bentuk dari pengembangan karir pegawai adalah mutasi 
pegawai. Hasibuan (2013:102) berpendapat bahwa mutasi adalah suatu 






maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi. Mutasi juga tidak 
terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan 
serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai.  
Selain dapat meningkatkan semangat kerja, mutasi dapat pula 
memberikan kesempatan kepada pegawai untuk lebih meningkatkan prestasi 
kerjanya. Dalam membuat keputusan tentang pemberian kebijakan mutasi 
berbagai pertimbangan, karena keputusan yang salah dalam melaksanakan 
mutasi akan menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi pegawai dan 
organisasi itu sendiri. Mutasi seorang pegawai yang sudah lama menduduki 
jabatan di departemen tertentu mempunyai prestasi kerja yang sangat baik, namun 
banyak diantaranya dimutasikan kebagian yang tidak sesuai dengan kemampuan 
serta keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat menimbulkan prestasi dan 
semangat kerja dari pegawai itu sendiri, yang akhirnya berdampak pada 
menurunnya kinerja organisasi. Dengan sistem mutasi yang tepat, pegawai dapat 
memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang menyeluruh tentang 
organisasinya sehingga akan berdampak terhadap kinerja pegawai tersebut. 
Hal tersebut bukannya tanpa alasan, sebab setiap individu memiliki 
pengalaman, bakat, dan minat yang berbeda. Agar individu tersebut dapat 
diperdayakan secara optimal, maka harus ditempatkan pada tempat yang tepat. 
Seorang aparatur yang tidak didukung kemampuan, kompetensi, pendidikan, 
keterampilan dan pengalaman kemudian dipaksakan diangkat atau ditempatkan 
pada jabatan tertentu, maka hal tersebut hanya akan menciderai dan merusak 
tatanan birokrasi, menganggu fungsi-fungsi organisasi dan akan memunculkan 






Dalam hal Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab VIII pasal 51-52 
disebutkan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. 
Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Selanjutnya 
dalam konsideran menimbang huruf c menyebutkan bahwa untuk mewujudkan 
Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan 
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan 
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Apratur Sipil Negara. 
Oleh karena itu proses mutasi pegawai negeri sipil harus mengutamakan keahlian 
dari pegawai itu sendiri dalam artian bahwa proses mutasi haruslah merit system 
bukan spoil system (berdasarkan kekerabatan dan faktor lain) dan berlandaskan 
ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 
Penempatan pegawai juga harus didasarkan job description dan job 
specification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip “The right 
man on the right place and the right man behind right job” yang artinya penempatan 
orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat 
untuk jabatan yang tepat. Hal ini terkandung makna adanya syarat pembinaan 
karier yang sehat yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan, 
pangkat/golongan, masa kerja, maupun syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Kesemuanya ini bertujuan agar kemampuan dan keahlian 
yang dimiliki seorang pegawai sesuai dengan tuntutan tugas atau jabatan, 
sehingga sumber daya manusia yang ada akan produktif dan berprestasi tinggi 






Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang dan 
pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, pemberhentian, dan 
kenaikan pangkat seakan-akan harus didasarkan pada keinginan Bupati. Maka, 
peranan Tim Baperjakat dalam memberikan pertimbangan dan masukan secara 
objektif kepada Bupati Soppeng perihal pemutasian sangat menentukan dalam 
mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi khususnya di lingkup Pemerintahan 
Kabupaten Soppeng. 
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang 
telah direvisi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 Tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dimana Baperjakat 
Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, 
mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan structural eselon II kebawah serta pemberian pangkat bagi yang 
menduduki jabatan struktural, menunjukkan perstasi kerja luar biasa baiknya, atau 
yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Pembentukan 
badan ini merupakan salah satu wujud dari agenda reformasi dan birokrasi 
Pemerintahan dengan prinsip “The Right Man On The Right Place” sebagai 
landasan pelaksanaan dalam hal pemutasian pegawai yang nantinya mampu 
membawa perubahan ditubuh birokrasi Pemerintahan Kabupaten Soppeng. 
Rotasi dan mutasi merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam sebuah 
organisasi. Hal ini juga berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sejak 
dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 15 Februari 2016 pelaksanaan mutasi 






kali yakni pada bulan Agustus 2016 dan pada bulan Desember 2016 dengan jarak 
waktu mutasi yang hanya beda 4 bulan. 
Pelaksanaan mutasi pertama dilakukan pada bulan Agustus 2016 dengan 
sebanyak 131 pejabat. Pada bulan Desember 2016, Bupati Soppeng kembali 
merombak susunan kabinetnya. Sebanyak 780 pejabat dilantik pada malam 
pergantian tahun 2016, ada pejabat yang mengalami pertukaran, ada pejabat yang 
mendapat promosi dari eselon III ke eselon II, bahkan ada pejabat yang di non-
jobkan. Dalam pelaksanaan mutasi di Kabupaten Soppeng menjadi pembicaraaan 
di kalangan aparatur sipil negara karena adanya kecenderungan kebijakan 
pengembangan karir pegawai yang di warnai oleh kepentingan elit tertentu. 
Sehingga dalam prakteknya berpotensi untuk menimbulkan keresahan sosial dan 
dapat berakibat munculnya amuk massa sebagai manifestasi dari rasa 
ketidakpuasan dan protes masyarakat terhadap pelaksanaan mutasi. 
 Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis perlu melakukan penelitian 
sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Mutasi Jabatan 
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng”. 
I.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 
akan diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Merit 










I.3. Tujuan Penelitian 
 Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem merit dalam pelaksanaan 
mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi 
manfaat sebagai berikut: 
1. Secara akademisi, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu 
bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih 
pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah sistem 
merit dalam pelaksanaan mutasi jabatan. 
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi 
suatu bahan/masukan/informasi bagi instansi yang bersangkutan guna 
mengambil langkah-langkah secara konkret sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup 













III.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng dan 
di fokuskan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng 
sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. 
III.2. Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami bagaimana penerapan Sistem Merit Dalam Mutasi Jabatan Di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 
adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan 
gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. 
Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi dokumentasi dengan menggunakan 






narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang 
berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.  
III.4. Narasumber atau Informan 
 Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang 
dimaksudkan adalah pegawai, baik pimpinan ataupun bawahan, yang terlibat 
dalam Mutasi Jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Soppeng. Adapun Informan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Bupati Soppeng 
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng 
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng 
4. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian BKDD 
5. Inspektorat Kabupaten Soppeng 
6. Pejabat yang dimutasi sebanyak 5 orang. 
III.5. Jenis dan Sumber Data 
 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 
tindakan selebihnya adalah data tambahan  seperti dokumentasi dan lain-lain. 








a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang diperoleh dari nasumber atau informan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dan 
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau 
perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi 
penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan 
penelitian. 
III.6. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, peneliti 
menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data, yaitu: 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 
dikumpulkan dalam penelitian. Observasi secara langsung adalah terjun ke 
lapangan dan melibatkan seluruh panca indra sedangkan observasi secara 
tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau 
audiovisual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain. Yang pada intinya 
observasi ini adalah pengamatan terhadap objek untuk mengetahui 
keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 
mengumpulkan data penelitian. 






Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens 
sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 
suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau 
dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus 
penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 
informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka 
memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari 
dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, 
karya seni dan karya pikir. 
c. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 
suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan 
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak 
bisa ditentukan melalui observasi. 
III.7. Teknik Analisis Data 
 Data yang telah diperoleh penulis akan diolah dengan menggunakan teknik 
analisa kualitatif. Menurut Spradley dalam Imam Gunawan (2013 : 210) Analisis 
data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-
bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya”. 






kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan 
lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. 
 Sementara itu, Bogdan & Biklen dalam Imam Gunawan (2013 : 210) 
menyatakan bahwa analisis data adalah “Proses pencarian dan pengaturan 
secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang 
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang 
dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan”. 
III.8. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Mutasi Jabatan 
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang menyangkut aspek perhatian 
mengacu pada beberapa jenis yaitu: 
 Faktor Penempatan Pegawai : 
1) Pendidikan, mencakup tentang latar pendidikan yang dimiliki seseorang 
guna mendukung kinerja pada posisi tertentu. 
2) Keterampilan, menjelaskan tentang keterampilan mental (tingkat analisis, 
membuat keputusan, dll), keterampilan fisik (kemampuan mekanik, teknika, 
dll), dan keterampilan sosial (mempengruhi orang lain). 
3) Pengalaman kerja, mejelaskan tentang track record yang dimiliki seseorang 
dalam kurun waktu kebelakang untuk melihat apa-apa saja yang telah 









HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
V.1. Mekanisme Mutasi Jabatan  Di Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Soppeng  
 Pada dasarnya pelaksanaan mutasi berorientasi untuk melakukan 
pemindahan, pengisian jabatan pada aparatur sipil negara atau PNS yang memiliki 
kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi jabatan/posisi 
tertentu sehingga dapat mejalankan tugas secara efektif dan efisien. Selain itu 
mutasi juga untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan 
pegawai serta untuk menghilangkan rasa bosan pegawai terhadap pekerjaannya 
sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Senada dengan hal 
tersebut Kabid Mutasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Soppeng menyatakan 
bahwa: 
“Mutasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan karena mutasi merupakan 
kepentingan organisasi dalam menempatkan seseorang”. (Wawancara 13 
Maret 2016) 
 
Sekda Kabupaten Soppeng yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng juga menjelaskan bahwa: 
“Mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, mutasi ini 
dilaksanakan untuk mendapatkan suasana baru sebab pegawai sudah 
menduduki jabatannya selama kurang lebih lima tahun.” (Wawancara 22 
Maret 2017) 
 
 Sejak ditetapkannya Bupati terpilih Kabupaten Soppeng pelaksanaan 
mutasi jabatan di lingkup pemkab Soppeng telah dilakukan sebanyak dua kali 






jarak waktu yang berdekatan ini, memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. 
Pelaksanaan mutasi pada bulan Agustus diselenggarakan dalam rangka 
pengisian jabatan lowong serta adanya pegawai yang pensiun. Sementara 
pelaksanaan mutasi pada bulan Desember diselenggarakan karena adanya 
perubahan kelembagaan. Informasi ini peneliti dapatkan dari Sekda Kabupaten 
Soppeng yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Soppeng, mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan mutasi pada bulan Agustus dilaksanakan karena kebetulan 
masa kepemimpinan Bupati Soppeng telah cukup enam bulan artinya 
Bupati telah dapat melakukan mutasi selain itu mutasi ini dimaksudkan 
untuk mengisi jabatan lowong kerena adanya pegawai yang pensiun, sakit 
dan ada beberapa faktor lain.  Kemudian, pelaksanaan mutasi bulan 
Desember itu dilaksanakan karena adanya perubahan kelembagaan dan 
adanya edaran surat menpan sehingga dilakukan mutasi dan pelantikan 
kembali untuk para pegawai hal ini tidak dilakukan di Kabupaten Soppeng 
saja tapi hal ini bersifat nasional.” (Wawancara 22 Maret 2017)  
 
V.1.1. Mekanisme Mutasi Jabatan Bulan Agustus 
  Mutasi Jabatan pada bulan Agustus di lingkup Pemerintah Kabupaten 
Soppeng dilaksanakan dengan tahapan dan prosedur sesuai aturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan mutasi jabatan pada bulan Agustus 
di lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum 
sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 






Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan 
Instansi Pemerintah.  
d. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 2014 tentang Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Kabupaten Soppeng. 
 Hal ini juga tegaskan oleh Kabid Mutasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. 
Soppeng, beliau mengatakan bahwa: 
“Dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemkab Soppeng tentu tidak 
dilakukan secara sembarangan kita harus mengacu pada dasar hukum 
yang berlaku, seperti UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
dan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural. Karena PP ASN belum disahkan sehingga kami beralih 
menggunakan PP lama.” (Wawancara 13 Maret 2017) 
 
 Adapun mekanisme/prosedur/tahapan dari pelaksanaan mutasi jabatan di 
lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai berikut: 
a) Tahap Inventaris Dan Penginformasian Jabatan Lowong 
 Pada tahap ini, lowongan formasi jabatan struktural yang ada 
diinformasikan kepada seluruh pimpinan SKPD, melalui surat edaran yang 
ditujukan kepada kepala SKPD. Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, 
kepala SKPD mengusulkan nama-nama calon pejabat untuk mengisi jabatan 
struktural sesuai dengan formasi yang tersedia di SKPD dan disampaikan kepada 
kepala daerah melalui BKPSDM selaku Sekretariat Daerah Baperjakat. Sekda 
Kabupaten Soppeng yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, juga menegaskan bahwa: 
“Pada tahap inventaris, BKD mengiinformasikan kepada seluruh pimpinan 
SKPD terkait jabatan yang lowong kemudian diedarkan melalui surat 
edaran beserta persyaratan yang diperlukan. Jabatan lowong tersebut 






Kemudian setelah itu pimpinan SKPD/unit kerja terkait mengusulkan calon 
yang memenuhi syarat tersebut.” (Wawancara, 03 April 2017)    
 
Tahapan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 2014 
Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Kabupaten 
Soppeng pasal 8 ayat (1) huruf b & c yang berbunyi: 
b. Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada 
seluruh pimpinan satuan organisasi eselon II atau Eselon II di Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
c. Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pimpinan satuan 
organisasi/unit kerja, secara Hierarki mengajukan calon yang 
memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Bupati 
Soppeng dengan tebusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat Up. 
Sekretaris. 
 Penyampaian usul diperlukan sebagai bahan masukan dan perbandingan 
antara hasil analisis kebutuhan dan penyediaan PNS yang telah dilakukan. 
Dengan adanya analisis jabatan, maka penempatan pegawai dalam pelaksanaan 
mutasi dapat didasarkan atas kualifikasi perseorangan yang dicantumkan dalam 
analisis jabatan tersebut. Analisis jabatan mempunyai tujuan membuat suatu 
perencanaan kebutuhan pegawai dengan menganalisis jabatan yaitu menentukan 
secara terperinci hal-hal yang tercakup dalam jabatan dan jenis orang yang perlu 









b) Tahap Pengusulan Calon Pejabat 
 Pada tahap ini, BKPSDM mulai melakukan penyusunan bahan yang 
bersumber dari usulan SKPD dan database kepegawaian di BKPSDM tentang 
adanya jabatan yang lowong dan selanjutnya melakukan proses penyiapan data 
calon yang diusulkan sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 
2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi 
Kabupaten Soppeng pasal 8 ayat (1) huruf d yang berbunyi: 
e. Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk 
diajukan dalam sidang dengan lampiran:  
1. Daftar Riwayat Hidup. 
2. Daftar Penilaian Prestasi Kerja/ Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3)/ Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) 
tahun terakhir” 
 Penyusunan bahan ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan 
penyediaan PNS dan usulan dari pimpinan unit kerja. Penilaian yang dilakukan 
oleh Baperjakat dalam mencari calon pejabat yang dianggap layak dalam 
menjabat suatu jabatan, yaitu dengan melihat perkembangan PNS tersebut 
terutama melalui DP3 atau SKP selama 2 tahun terakhir. selanjutnya apabila 
diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka sekretaris Baperjakat menyiapkan data 
calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam 
sidang Baperjakat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon (PERBUP Soppeng 
No. 49 Tahun 2014 tentang Baperjakat Instansi Kab. Soppeng pasal 8 ayat (1) 







c) Tahap Seleksi Dalam Sidang Baperjakat 
 Tahapan selanjutnya yaitu mengadakan seleksi yang dilakukan oleh Tim 
Baperjakat. Dalam wawancara peneliti kepada Kabid Mutasi Kepegawaian pada 
BKPSDM Kab. Soppeng menjelaskan bahwa:  
“Pejabat yang akan mengisi jabatan yang lowong dinilai berdasarkan 
kompetensi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki serta 
diseleksi melalui sidang Baperjakat yang kemudian disampaikan ke Bupati.” 
(Wawancara, 13 Maret 2017) 
 
 Hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Baperjakat kemudian disampaikan 
kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pertimbangan-pertimbangan karena 
semua keputusan akhir terkait mutasi pegawai berada ditangan kepala daerah 
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Mutasi 
Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Soppeng dalam wawancara kepada peneliti 
beliau mengatakan bahwa: 
“Setelah kami menyusun nama-nama pejabat dalam suatu jabatan 
berdasarkan pertimbangan kami, susunan tersebut kami serahkan kepada 
Bupati selaku pembina kepegawaian setuju atau tidaknya semua 
tergantung dari Bupati.” (Wawancara 13 Maret 2017) 
 
d) Tahap Pelantikan 
 Setelah surat keputusan dari Bupati keluar, maka tahap selanjutnya adalah 
pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat struktural yang telah 
ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan kepala daerah. Pelantikan dan 
pengambilan sumpah janji sebagai bagian seremonial serta penguatan hukum 
atas pelantikan pejabat struktural di SKPD. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh 






tumbuh rasa tangung jawab atas jabatan yang diemban oleh pejabat yang dilantik 
tersebut. 
 Berikut gambaran mengenai tahapan-tahapan prosedur terkait 
pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. 













 Sementara mutasi jabatan khususnya eselon II sebagai pejabat pimpinan 
tinggi dilakukan secara terbuka yakni dengan cara lelang jabatan atau seleksi 
jabatan dengan menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang 
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netral dan berkompeten dalam bidangnya. Menurut Sekda Kabupaten Soppeng 
yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Soppeng, menyatakan bahwa: 
“Terkhusus bagi eselon II dilakukan seleksi jabatan untuk mengisi jabatan 
pimpinan tinggi pratama dengan proses dan syarat yang telah ditentukan 
dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara dan Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan 
Instansi Pemerintah” (Wawancara 22 Maret 2017) 
 
 Pelaksanaan mutasi jabatan dimulai dari sosialisasi melalui surat edaran 
langsung yang berisikan tentang: 
a. Jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi jabatan 
b. Jadwal pengumuman dan pendaftaran 
c. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi 
d. Seleksi kompetensi melalui tes kompetensi bidang dan manajerial 
(tertulis dan wawancara) dan tes psikotest 
e. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 
f. Penyampaian Hasil seleksi masing-masing 3 orang calon untuk 1 
jabatan 
 Sosialisasi juga meliputi persyaratan administrasi atau ketentuan umum 
mutasi untuk menduduki jabatan struktural eselon II sebagai staf ahli, asisten, 
sekretaris, inspektur, kepala Kantor/ Badan/ Dinas di Lingkup Pemerintah 








1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
2. Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 19 Agustus 
2016, kecuali bagi yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
(Eselon II-B); 
3. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-
B), pernah atau sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) minimal 
2 (dua) tahun per tanggal 19 Agustus 2016 dan/atau sebelumnya pernah 
menduduki jabatan eselon III yang berbeda; 
4. Bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu minimal dalam jenjang 
jabatan madya; 
5. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang minimal Pembina (IV/a); 
6. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S.1); 
7. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara 
(kecuali Pejabat Fungsional Tertentu); 
8. Semua unsur penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) PNS sekurang-
kurangnya bernilai baik 2 tahun terakhir; 
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, 
serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses 
pemeriksaan pelanggaran disiplin; 
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi 
atau kejahatan jabatan lainnya; 
11. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 
12. Sehat Jasmani dan rohani, dan bebas narkoba; 
13. Membuat dan menyampaikan Makalah yang memuat Rencana Strategis 






14. Setiap calon diperbolehkan mendaftar maksimal 2 (dua) Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama. 
 Adapun tahapan dari proses pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup 
pemkab Soppeng khususnya eselon II yang menjadi fokus utama dalam 
penempatan pegawai berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan atas 
indeks prestasi yang dicapai meluputi: 
1) Pembentukan panitia seleksi (pansel) 
 Pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan persuratan untuk Komisi Aparatur 
Sipil Negara mengenai usulan panitia seleksi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi 
politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, 
memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan 
pemersatu bangsa. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode 
etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan 
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kabid Mutasi Kepegawaian BKPSDM 
Kab. Soppeng, menjelaskan bahwa: 
“Sebelum mutasi dilaksanakan terlebih dahulu kami bersurat ke KASN 
mengenai usulan panitia seleksi calon pejabat pimpinan tinggi lingkup 
pemerintah Kabupaten Soppeng, setelah bersurat dan surat tersebut 
mendapat balasan persetujuan barulah kami mengeluarkan SK untuk para 
panitia seleksi”. 
 
Panitia seleksi terdiri dari unsur internal dan unsur eksternal. Dalam keanggotaan 
pansel di Kabupaten Soppeng terdiri dari sebagai berikut : Unsur akademisi terdiri 
dari 2 tokoh , Tokoh masyarakat, Inspektur Kabupaten Soppeng, Kepala BKPSDM 






2) Seleksi Jabatan 
 Proses seleksi pengisian jabatan yang dilakukan secara terbuka dengan 
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
pelatihan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas. Seleksi jabatan pada 
bulan Agustus tahun 2016 dilakukan untuk mengisi 28 jabatan eselon II sebagai 
staf ahli, asisten, sekretaris, Inspektur, kepala dinas/badan/ dan kantor. Adapun 
tahapan seleksi jabatan antara lain: 
1. Seleksi Administrasi 
a. Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas 
administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. 
b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan calon peserta 
yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi 
selanjutnya. 
2. Seleksi Kompetensi Bidang dan Manajerial 
a. Test kompetensi Bidang dan Manajerial menggukan metode test 
tertulis. 
b. Test Kompetensi Bidang dan Manajerial menggunakan metode 
Wawancara dengan pemaparan menggunakan Laptop masing-
masing. 
 Adapun jumlah pegawai yang dimutasi pada bulan Agustus tiap masing-







Tabel V.1. Jumlah Pegawai yang Dimutasi pada Bulan Agustus 2016 di 
Kabupaten Soppeng 
Sumber: Data Sekunder, Mutasi Bulan Agustus 2016 
 
V.1.2. Mekanisme Mutasi Jabatan pada Bulan Desember 
 Pelaksanaan mutasi jabatan pada bulan Desember dasar hukumnya 
mengacu pada: 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 mengenai 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan 




  II A II B III A III B IV A IV B  V A  
1. Laki-Laki - 24 32 48 - - - 104 
2. Perempuan - 4 9 14 - - - 27 






Lebih lanjut Kabid Mutasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab Soppeng, 
menjelaskan bahwa: 
“Mutasi yang terjadi pada bulan Desember di karenakan adanya perubahan 
kelembagaan berdasarkan surat edaran Menpan yang mengharuskan untuk 
disegerakannya pengisian jabatan pimpinan tinggi terkait dengan perubahan PP 
41 Tahun 2016 tetang Organisasi Perangkat Daerah ke PP 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah.” (Wawancara 13 Maret 2017) 
 
Berikut gambaran secara hierarki mengenai keterkaitan aturan-aturan tersebut: 
Gambar V.3. Alur Keterkaitan landasan hukum yang di gunakan pada mutasi 












Sumber: Diolah Dari Data Sekunder, Mutasi Bulan Desember 2016 
Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara 
Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi Perangkat Daerah 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Soppeng 




Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 
mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 






 Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pengisian jabatan 
pimpimnan tinggi utama dan madya pada kementerian, ke Sekretariat Daerah 
Daerahan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, 
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi di 
Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan organisasi sebagai konsekuensi 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Pejabat Pimpinan Tinggi yang Dikukuhkan 
1) Jabatan pimpinan tinggi yang memiliki nomenklatur, tugas dan fungsi yang 
masih sama atau yang nomenklaturnya berubah, namun tugas dan 
fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat 
tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam 
jabatan tersebut. 
2) Jabatan pimpinan tinggi yang mengalami perubahan karena dipecah ke 
dalam beberapa jabatan pimpinan tinggi lain, maka pejabat pimpinan tinggi 
sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki 
dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan 
yang sesuai. 
3) Untuk jabatan pimpinan tinggi yang digabung, maka salah satu pejabat 






kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik 
kembali dalam salah satu jabatan pimpinan tinggi baru dari hasil 
penggabungan.  
 
b. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Uji Kesesuaian (Job Fit) 
Bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat 
adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan (unit kerja) atau 
yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi, 
pejabat tersebut akan mengikuti job fit untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi 
yang lowong. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dengan job fit dilakukan 
melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang 
dilakukan oleh Tim evaluasi yang berasal dari unsur Baperjakat dan dapat 
pula dibantu oleh unsur lainnya yang dibentuk oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) dan di koordinasikan kepada KASN.  
 
c. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka 
Dalam hal setelah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui proses 
pengukuhan dan job fit masih terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong 
maka pengisiannya dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. 
 
d. Dalam hal terdapat pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan 
yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi sebelumnya, yang 
bersangkutan dapat diangkat ke dalam jabatan administrator atau jabatan 
fungsional sesuai peraturan perundangan. 
 Mutasi jabatan pada bulan Desember di lingkup pemerintah Kabupaten 
Soppeng terjadi sebagai akibat dari perubahan kelembagaan sehingga untuk 






bagi eselon III dan IV dilakukan melaui pertimbangan dari tim Baperjakat. Menurut 
Kepala BKPSDM beliau menjelaskan : 
“Mutasi pada bulan Desember dilakukan karena adanya perubahan 
organisasi sebagai tindak lanjut dari PP 18 Tahun 2016. Untuk mengisi 
jabatan pimpinan tinggi dilakukan dengan job fit atau uji kesesuaian dengan 
cara mewawancara pejabat yang bersangkutan, wawancara dilakukan oleh 
tim penguji. Sementara bagi eselon III dan IV pengisian jabatannya 
dilakukan dengan pertimbangan dari tim Baperjakat untuk di tempatkan 
pada jabatan yang sesuai.” (Wawancara 31 Maret 2017) 
 
Sekda Kabupaten Soppeng yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, juga menjalaskan bahwa: 
“Akibat adanya perubahan organisasi maka untuk mengisi jabatan 
pimpinan tinggi dilakukanlah uji kesesuaian atau job fit. Job fit ini dilakukan 
mengingat waktu yang singkat dan surat Menpan tersebut bersifat sangat 
segera sehingga job fit dipilih sebagai salah satu alternatif dalam mengisi 
jabatan pimpinan tinggi.” (Wawancara 22 Maret 2017) 
 
 Jumlah pegawai yang dimutasi pada bulan Agustus tiap masing-masing 
eselon akan diuraikan pada tabel berikut: 





  II A II B III A III B IV A IV B  V A  
1. Laki-Laki 1 25 37 65 238 71 - 437 
2. Perempuan - 4 13 31 218 67 - 333 
 Jumlah 1 29 50 96 456 138 - 780 






V.2. Pertimbangan BAPERJAKAT dan PPK Dalam Pelaksanaan Mutasi 
Jabatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng 
 Pelaksanaan mutasi jabatan pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas 
yang wajar dalam sistem kepegawaian. Mutasi dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari manajemen 
ASN, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 
ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga, untuk 
mendapatkan aparatur yang kompeten maka pelaksanaan mutasi jabatan di 
lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng mengacu pada Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (22): 
“Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan 
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal 
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.” 
 
Sedangkan untuk penilaian dan objektifitas dalam pelaksanaan mutasi jabatan 
maka pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) yakni : 
“Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, 
pemindahan , dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 
jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.” 
 
 Baperjakat yang merupakan singkatan dari Badan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan memiliki fungsi dan tugas pokok yaitu memberikan 






pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan 
dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan Instansi Kabupaten Soppeng. 
 Dalam pemutasian pegawai, tim yang memiliki wewenang memberikan 
pertimbangan dengan memperhatikan faktor kepangkatan, usia, pendidikan dan 
pelatihan jabatan, pengalaman kerja, serta kemampuan manajerial. Keputusan 
akhir tentang mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil berada di tangan Bupati. Kabid 
Mutasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Soppeng, menegaskan bahwa: 
“Kami dari tim baperjakat telah memberikan pertimbangan secara objektif, 
tapi hasil dari pertimbangan tersebut akan di kembalikan ke Bupati selaku 
Pejabat Pembina Kepegawaian.” (Wawancara 13 Maret 2017) 
 
 Adapun yang menjadi faktor umum dalam pertimbangan penempatan 
pegawai sebagai berikut: 
1. Pendidikan 
 Faktor dasar yang menjadi pertimbangan dalam hal penempatan pegawai 
adalah pendidikan. Pendidikan seseorang dapat dianggap sebagai penunjang 
kualitas dan kapasitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, juga 
menjelaskan bahwa: 
“Pertimbangan yang diberikan untuk menempatkan seseorang di lihat dari 
berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, loyalitas, integritas, dan 
kompetnsinya. Sehingga di harapkan penempatan tersebut sesuai dengan 
prinsip the right man on the right place.” 
 






 Sehingga dapat diketahui bahwa pendidikan seorang pegawai sangat 
berpengaruh dalam penempatan pegawai. Pegawai yang latar pendidikannya 
cocok dengan pekerjaannya tentu akan lebih mengusai pekerjaannya. Meski 
dalam praktiknya ada pegawai yang ditempatkan dan tidak sesuai dengan dengan 
latar belakang pendidikannya, namun ada faktor lain yang menjadi pertimbangan 
untuk menempatkan seorang pegawai tersebut seperti dari segi keterampilan dan 
pengalaman.  
2. Keterampilan 
 Keterampilan kerja, yaitu kecakapan/keahlian untuk melakukan suatu 
pekerjaan yang hanya diperoleh dalam praktek. Keterampilan dapat diperoleh 
melalui pelatihan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai PP No.101 Tahun 2001 
tentang Diklat PNS, menekankan bahwa, setiap aparatur yang hendak menempati 
suatu jabatan, maka harus mengikuti Diklat PIM IV, III, II, I dan ADUM terlebih 
dahulu.  
 Dengan demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan 
menambah wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan 
untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatannya. Hal ini 
juga telah dipertimbangkan oleh Baperjakat dan PPK dalam pelaksanaan mutasi 
jabatan di pemerintah Kabupaten Soppeng. 
3. Pengalaman 
 Pegawai yang memiliki pengalaman kerja cukup lama pada pekerjaan 
sejenisnya, tentunya akan lebih memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja, 






melakukan pekerjaannya karena telah mengetahui bagaimana gambaran 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sekda Kabupaten 
Soppeng yang dialihkan kepada Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa: 
“penempatan pegawai tidak hanya dilihat dari segi latar belakang 
pendidikan namun dilihat pula dari sisi pengalaman pegawai yang 
bersangkutan.” (Wawancara 22 Maret 2017) 
 
 Pengalaman bekerja merupakan salah satu modal utama seseorang untuk 
terjun kedalam bidang tertentu karena tenaga kerja yang berpengalaman akan 
langsung dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang 
diberikan kepadanya. Selain itu tenaga kerja yang berpengalaman hanya 
memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat dibandingkan dengan 
tenaga kerja yang belum berpengalaman sama sekali. Sesuai dengan hasil yang 
peneliti dapatkan di lapangan bahwa pertimbangan Baperjakat dan PPK telah 
sepenuhnya mengusahakan menempatkan pegawai sesuai dengan pengalaman 
kerja dari pegawai yang bersangkutan. 
 Lebih lanjut syarat pertimbangan yang di berikan dalam penempatan 
pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng telah di rangkum dalam satu 
buku yang berjudul “Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng” sesuai Keputusan 
Bupati Soppeng Nomor 788 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Soppeng. Maksud dan tujuan penetapan Standar Kompetensi Manajerial PNS 






a. Standar Kompetensi Manajerial dimaksudkan untuk mendudukung 
terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan standar 
kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Negari Sipil. 
b. Standar Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menjamin kualitas dan 
obyektifitas dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
 Adapun beberapa isi dari buku tersebut akan dijabarkan dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel V.3. Contoh isi Standar Kompetensi Manajerial Dalam Jabatan 









2 3 4 5 
 SEKRETARIAT DAERAH 
1) Sekretatis Daerah II.A  Ijazah minimal S.1/D.IV dengan 
kualifikasi pendidikan semua jurusan 
 Memiliki pangkat serendah-rendahnya 
1 (satu) tingkat dibawah jenjang 
pangkat yang ditentukan (IV/C) 
 Sekurang-kurangnya telah menduduki 
jabatan eselon II.B selama 2 (dua) 
tahun 
 Minimal telah mengikuti dan lulus 
Diklatpim Tk. II 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Memiliki kompetensi jabatan yang 
diperlukan  








2) Staf Ahli Bidang 
Ekonomi, Keuangan 
dan Pembangunan 
II.B  Ijazah minimal S.1/D.IV dengan 
kualifikasi pendidikan Ilmu 
Statistik/Ekonomi/Teknik dan atau 
kualifikasi pendidikan yang relevan 
 Memiliki pangkat serendah-rendahnya 
1 (satu) tingkat dibawah jenjang 
pangkat yang ditentukan (IV/b) 
 Sekurang-kurangnya telah menduduki 
jabatan eselon III.A selama 2 (dua) 
tahun 
 Minimal telah mengikuti dan lulus 
Diklatpim Tk.III/SPAMA 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Memiliki pengalaman kerja dan atau 
diklat teknis yang relevan 
 Lulus ujian kompetensi jabatan 
Struktural 
3) Staf Ahli Bidang 
Hukum, Politik dan 
Pemerintahan 
II.B  Ijazah minimal S.1/D.IV dengan 
kualifikasi pendidikan Ilmu Sospol/ 
Psikologi/ Hukum/ Pemerintahan dan 
atau kualifikasi pendidikan yang 
relevan 
 Memiliki pangkat serendah-rendahnya 
1 (satu) tingkat dibawah jenjang 
pangkat yang ditentukan (IV/b) 
 Sekurang-kurangnya telah menduduki 
jabatan eselon III.A selama 2 (dua) 
tahun 
 Minimal telah mengikuti dan lulus 
Diklatpim Tk.III/SPAMA 
 Memiliki pengalaman kerja dan atau 
diklat teknis yang relevan 
 Sehat jasmani dan rohani 







4) Staf Ahli Bidang Sosial 
dan Sumber Daya 
Manusia 
II.B  Ijazah minimal S.1/D.IV dengan 
kualifikasi pendidikan Ilmu Sospol/ 
Pemerintahan/ Psikologi/ Sosiologi/ 
Ilmu Komunikasi/ Manajemen SDM 
dan atau kualifikasi pendidikan yang 
relevan 
 Memiliki pangkat serendah-rendahnya 
1 (satu) tingkat dibawah jenjang 
pangkat yang ditentukan (IV/b) 
 Sekurang-kurangnya telah menduduki 
jabatan eselon III.A selama 2 (dua) 
tahun 
 Minimal telah mengikuti dan lulus 
Diklatpim Tk.III/SPAMA 
 Memiliki pengalaman kerja dan atau 
diklat teknis yang relevan 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Lulus ujian kompetensi jabatan 
Struktural 
Sumber: Diolah Dari Data Sekunder, Buku Standar Kompetensi 
 Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penempatan 
pegawai yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya rata-rata 
merupakan pegawai teknis baik menjadi Kepala bidang maupun sub-sub bidang 
di tiap SKPD. Adapun yang tak sesuai namun penempatannya dinilai berdasarkan 
pengalaman kerjanya dalam bidang tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa ada pimpinan SKPD yang di tempatkan pada bidang yang tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikannya namun penempatan tersebut berdasarkan 
pertimbangan bahwa pejabat tersebut memiliki kemampuan manejerial yang baik 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1. Kesimpulan 
 Penerapan sistem merit dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup 
pemerintah Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan di dasarkan pada 
peraturan  yang berlaku dan berjalan secara normatif karena untuk mengisi 
jabatan pimpinan tinggi harus lulus seleksi/lelang jabatan. Adapun beberapa yang 
tidak sesuai dengan bidangnya namun dianggap memiliki kecakapan dan 




1. Diharapkan agar dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah 
Kabupaten Soppeng lebih bersifat transparan dan terbuka. 
2. Alasan yang menjadi dasar mutasi baik promosi ataupun demosi harus 
jelas dan kongkrit mengenai prestasi kerja dan pelanggaran yang dilakukan 
PNS sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi PNS yang 
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